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ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022

ABSTRAK
Luh Neliayanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat efektivitas penerimaan
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar tahun pada
2020-2022, (2) Besarnya kontribusi PBB-P2 dan Perkotaan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar tahun pada 2020-2022, (3) Hambatan yang
mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan
dan perkotaan di Kota Denpasar tahun 2020-2022, (4) Upaya untuk mengatasi
hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar tahun 2020-2022.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar
yang berlokasi di JI. Letda Tantular No.12, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar
Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan
teknik wawancara. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode analisis deskriptif
kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat efektivitas PBB-P2 rata-
rata berada pada kriteria sangat efektif, (2) Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap
PAD masih dalam kriteria kurang, (3) Hambatan yang mempengaruhi tingkat
efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah pengaruh pandemic Covid-19 terhadap
ekonomi masyarakat, serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak
dalam membayar pajak. (4) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan
PBB-P2 adalah melakukan pembinaan, mendata objek pajak secara langsung,
pemberian keringanan pajak, pemberian sanksi dan denda administrasi, serta
pemberian reward kepada masyarakat yang telah membayarkan pajaknya.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
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ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2022

ABSTRACT
Luh Neliayanti

This study aims to determine: (1) The level of effectiveness of Rural and
Urban Land and Building Tax revenue in Denpasar City in 2020-2022, (2) The
amount of PBB-P2 and Urban contributions to Regional Original Income (PAD)
in Denpasar City in 2020-2022, (3) Obstacles that affect the level of effectiveness
of Rural and Urban Land and Building Tax revenue in Denpasar City in 2020-
2022, (4) Efforts to overcome obstacles that affect the level of effectiveness of
Rural and Urban Land and Building Tax revenue in Denpasar City years 2020-
2022,

This research was conducted at the Denpasar City Regional Original
Revenue Agency, located on JI. Letda Tantular No. 12, Dangin Puri Klod, Kec.
Denpasar Timur. Methods of data collection is done by documentation techniques
and interview techniques. The data analysis method used in this study is a
qualitative descriptive analysis method and a quantitative descriptive analysis
method.

The results of the study show that: (1) The average PBB-P2 level of
effectiveness is in the very effective criteria, (2) The level of PBB-P2 contribution
to PAD is still in the low category, (3) Obstacles that affect the level of
effectiveness of PBB-P2 acceptance are the influence of the COVID-19 pandemic
on the people's economy, as well as the lack of awareness and knowledge of
taxpayers in paying taxes. (4) Efforts to overcome obstacles in the receipt of PBB-
P2 are conducting guidance, recording tax objects directly, providing tax breaks,
imposing sanctions and administrative fines, and giving rewards to people who
have paid their taxes.

Keywords: Rural Urban Land and Building Tax
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu negara yang berlandaskan
terhadap hukum material atau hukum sosial, yang mana menganut dan
menerapkan sebuah prinsip pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan rakyatnya. Memiliki dana yang cukup untuk melakukan
pembangunan menjadi faktor yang berperan penting dalam meraih tujuan
yang diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tujuan
tersebut yaitu dengan memungut pajak. Di Indonesia pajak merupakan salah
satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pemerintah untuk
meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan nasional. Salah satu
aspek penunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan
nasional, selain bersumber dari sumber daya alam (SDA), sumber daya
manusia (SDM) dan lainnya adalah dengan tersedianya dana pembangunan
yang diperoleh baik dari sumber pajak maupun bukan pajak. Dalam kaitan ini,
pentingnya pemungutan dan administrasi pajak menjadi prioritas utama bagi
pemerintah. (Permatasari & Wicaksono, 2022)

Berdasarkan otoritas pemungutan di Indonesia pajak dapat dibedakan
menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang
pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan
pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah

(termasuk provinsi dan kabupaten atau kota) untuk mendukung sumber



penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak
bumi dan bangunan (PBB), yaitu pajak atas bumi dan bangunan baik yang
dimiliki, dioperasikan atau dikuasai. (Noor, 2020)

Pedoman Pemerintah tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pedoman
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah meliputi penetapan target kinerja dari
tingkat lokalitas terendah hingga tingkat desa/kelurahan. Pemungutan di
tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) yang luas dan menyeluruh. Untuk mencapai keberhasilan
pembangunan selanjutnya, pemerintah dapat memperoleh dana tersebut
melalui berbagai saluran, salah satunya melalui pemungutan pajak. (Noor,
2020).

Lahirnya UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD) merupakan implementasi lahirnya otonomi daerah di
Indonesia. Pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah
daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah
daerah. Setiap daerah berhak mengatur, memperoleh dan memelihara aspek
aliran pendapatan asli daerahnya sendiri, yang hasilnya 100% (Seratus Persen)
dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pemberlakuannya UU RI No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah
mengubah sistem administrasi perpajakan untuk bumi dan bangunan, terutama

di pedesaan dan perkotaan. Awalnya pajak bumi dan bangunan merupakan



pajak pusat namun kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah merupakan bentuk tindak lanjut dari kebijakan otonomi
daerah dan desentralisasi perpajakan yang telah ada. Keseluruhan (100%) dari
hasil pemungutan pajak masuk ke kementerian keuangan provinsi setempat,
sehingga nantinya tidak ada lagi iuran pajak yang dibayarkan ke pemerintah
pusat. (Tasikmalaya et al., 2019).

Menurut Harefa, (2016) dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan
pajak kepada pemerintah daerah maka baik buruknya kinerja dalam
pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan
implementasi pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang secara sah menjadi
kewenangan pemerintah daerah. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauh
mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang
dalam pengalihan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan
Badan Pendapatan Daerah. Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat
memaksimalkan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan
penerimaan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak terlalu
senjang antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Kota Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali, sebuah wilayah
administrasi yang menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Kota
Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan,

pusat industri, dan pusat pariwisata. Dilansir dari Publikasi Kota Denpasar



dalam angka 2022 dan Statistik Daerah Kota Denpasar 2021 bahwa Kota
Denpasar merupakan sebuah kota besar dengan luas sekitar 127.78 kilometer
persegi. Dari luas tersebut, Kota Denpasar terbagi menjadi 4 Kecamatan dan
43 Kelurahan. Dari data geografis Kota Denpasar ini menunjukkan bahwa
potensi pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar cukup besar. Menurut
penelitian Shita Tiara (2012) disimpulkan bahwa atribut-atribut yang
mempengaruhi penerimaan PBB pada umumnya adalah jumlah luas lahan dan
jumlah luas bangunan. Semakin besar jumlah luas lahan dan jumlah luas
bangunan maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga semakin
meningkat karena berbanding lurus dengan jumlah penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). (Tiara, 2014)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan
Dan Perkotaan, dimana dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diatur sesuai dengan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas
sesuai potensi daerah.

Dalam menganalisis penerimaan suatu pajak daerah, hendaknya
dipertimbangkan pula aspek efektivitasnya, yaitu dengan membandingkan

antara target dengan realisasinya, sehingga apabila diketahui efektivitasnya,



maka dapat digunakan oleh aparatur pajak daerah dalam menentukan
kebijakan penetapan target pajak daerah, khususnya pada PBB-P2. Hal ini
dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu penyumbang besar kecilnya
penerimaan PAD, sehingga perlu diketahui apakah sudah berkontribusi secara
maksimal atau masih minimal. Apabila penyerapan dirasa masih kurang, maka
nantinya harus ditingkatkan kembali penerimaannya agar dapat memperoleh
kontribusi yang optimal, khususnya pada aspek penerimaan PBB-P2 terhadap
PAD Kota Denpasar. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu untuk menganalisis
efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Denpasar, agar dapat
diperoleh suatu rekomendasi kebijakan dalam penentuan target penerimaan
PBB-P2 di masa mendatang.
Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Denpasar

Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)

Target Realisasi L
Tahun PBB-PS PBB-P? Target PAD Realisasi PAD
2020 82.000.000.00  93.815.354.409.00 654.889.649.530,60 731.261.280.905,53

2021 87.000.000.000 105.617.385.655,00 669.954.138.635,00 795.761.978.834,92
2022 100.000.000.00 113.335.423.090,00 737.200.080.492,00 888.025.219.497,36

Sumber: Badan Pendapatan Kota Denpasar (2023)



Pada rentang waktu tiga tahun diatas (2020-2022) sempat terjadi pandemi
Covid-19 dan masa peralihannya (new normal), yang dimana perekonomian
seluruh masyarakat mengalami keterpurukan. Namun, pemerintah Kota
Denpasar tidak memberikan fasilitas pemutihan pajak kepada masyarakat
sehingga masyarakat masih membayarkan pajaknya seperti biasaa. Dari data
tersebut juga terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaaan dan Perkotaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada
beberapa hasil penelitian yang dilakukan, salah satunya penelitian dari Tirie,
Sondakh, & Walandouw, (2016) dan Berliana Esti Widari dkk, (2016) yang
menyatakan bahwa sampai saat ini target pencapaian obyek PBB-P2 masih
menemui kendala pada beberapa daerah dimana masih banyak wajib pajak
yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayarkan pajak, selain
itu juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak
karena masyarakat yang dianggap mampu dalam membayar pajak tetapi masih
banyak yang menunggak dan pembayarannya tidak tepat waktu hal ini tentu
akan berpengaruh terhadap target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

Dari data yang telah tersaji pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi
penerimaan PBB-P2 meningkat dari tahun sebelumnya, namun peningkatan
realisasi ini juga diikuti dengan peningkatan target penerimaan PBB-P2
sehingga perlu dikaji untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas PBB-P2 dan
tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar, apakah mengalami
penaikan setiap tahunnya seperti data penerimaannya atau mengalami

fluktuasi. Untuk tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar



114%, lalu pada tahun 2021 efektivitas penerimaan PBB-P2 mengalami
peningkatan sebesar 121%, dan pada tahun 2022 efektivitas penerimaan PBB-
P2 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 113% angka ini
lebih kecil dari tahun 2020. Sedangkan tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap
PAD Kota Denpasar tahun 2020 sebesar 12,8%, selanjutnya pada tahun 2021
tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Denpasar meningkat menjadi
13,3%, serta untuk di tahun 2022 tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar 12,8% dan persentase
penerimaan PBB-P2 terhadap PAD masih dalam kategori kurang optimal.
Mengingat pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu
sumber pendanaan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan kegiatan
pemerintah, maka patut dipertimbangkan dan diperhatikan secara serius oleh
semua pihak.

Dengan demikian, implementasi yang terlaksana dengan baik dalam
pemungutan dan pemeliharaan terhadap penerimaan pajak daerah khususnya
pada PBB-P2 menjadi sebuah pertanyaan apakah telah dikelola dengan cukup
baik oleh otoritas daerah. Hal tersebut sekaligus merepresentasikan bahwa
pelaksanaan otonomi daerah yang begitu terampil akan memengaruhi bidang-
bidang yang terkait dalam keberlangsungan kehidupan masyarakatnya, salah
satunya adalah bidang perekonomian dan keuangan daerah yaitu dengan
meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di

wilayah tersebut.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti

tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul

penelitian: “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar Tahun 2020-2022”

1.2 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah pada:

121

1.2.2

1.2.3

124

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.

Tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.

Hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada
tahun 2020-2022.

Upaya Vyang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang
mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun

2020-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

13.1

Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022?



1.3.2

133

134

Bagaimana tingkat Kkontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar pada tahun 2020-
20227

Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di
Kota Denpasar pada tahun 2020-2022?

Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini adalah untuk:

141

1.4.2

143

14.4

Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.
Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar (PAD) pada tahun 2020-
2022.

Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di
Kota Denpasar pada tahun 2020-2022.

Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi
hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar pada

tahun 2020-2022.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

151

1.5.2

Manfaat Teoritis

Secara toeritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber
informasi dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
Manfaat Empiris
1. Peneliti

Mengetahui secara jelas mengenai tingkat efektivitas penerimaan
PBB-P2 di Kota Denpasar, tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2
terhadap PAD Kota Denpasar, dan mengetahui permasalahan atau
hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar, serta upaya untuk mengatasi
permasalahan atau hambatan yang terjadi.
2. Politeknik Negeri Bali

Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Politeknik
Negeri Bali serta dapat menambah pengetahuan dan informasi
pembaca khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti
masalah yang sama.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah
Kota Denpasar dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam melaporkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak



11

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Bali

khususnya Kota Denpasar.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Besar efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor
pedesaan dan perkotaan di Kota Denpasar tahun 2020, 2021, dan 2022
adalah 114,41%, 121,40%, dan 113,34% nilai ini telah sesuai dengan
rencana Yyang telah ditetapkan. Dengan demikian efektivitas
penerimaan PBB-P2 di Kota Denpasar tahun 2020 hingga 2022
termasuk dalam kriteria sangat efektif. Namun, penerimaan PBB-P2
ini masih perlu dipantau, karena penerimaannya masih mengalami
fluktuasi.
Besar kontribusi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan
perkotaan terhadap PAD di Kota Denpasar tahun 2020, 2021, dan
2022 adalah 12,8%, 13,3%, dan 12,8%. Dengan persentase ini nilai
kontribusi penerimaan PBB-P2 di Kota Denpasar tahun 2020 hingga
2022 termasuk dalam kriteria kurang berkontribusi.
Hambatan-hambatan yang mempengaruhi  tingkat efektivitas
penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan
di Kota Denpasar adalah:
a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam
membayar pajak.

58



59

Adanya masa pandemi di tahun 2020 hingga 2021 yang
melumpuhkan perekonomian nasional, dan masa peralihan atau era
new normal di tahun 2022.

Dalam hal pembayaran masih ada wajib pajak yang belum

membayar atau melunasi pajak terutangnya

4. Upaya —upaya untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat

efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan

perkotaan adalah:

a.

Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak
dengan memberikan penyuluhan tentang pajak daerah
khususnya PBB-P2.

Pemerintah mengusahakan untuk mendata objek pajak secara
langsung.

Pemerintah mengusahakan untuk memberikan Kkeringanan
kepada wajib pajak yang perekonomiannya menengah kebawah.
BAPENDA Kota Denpasar memberikan reward berupa 2 buah
sepeda motor kepada masyarakat di masing-masing kecamatan.

Memberikan sanksi sebesar dari pajak terutangnya terhadap
wajib pajak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya

setelah jatuh tempo pembayaran pajak
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5.2 Saran
Penelitian ini juga masih memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan
baik dari segi hasil maupun dalam prosesnya. Dengan keterbatasan ini
diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran

yang dapat diajukan dan diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Asli
Daerah Kota agar lebih menggiatkan kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tekait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaam agar
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui dilaksanakannya pembangunan.

2. Untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi
tatakerja pengelolaan agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi agar
membuat efek jera.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya, agar dapat mengangkat masalah ini
kembali di tahun yang berbeda untuk mengetahui perkembangan
penerimaan PBB-P2 Kota Denpasar dan kontribusinya terhadap PAD.
Untuk menindaklanjuti upaya-upaya yang telah dilakukan pihak
BAPENDA di tahun sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan

PBB-P2.
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